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ABSTRAK

Penelitin dengan judul “Legal Standing Pemohon Pada Pengujian Formil
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang BUMN Dalam Perspektif Figh Al-
Qada’iyyah Al-Mawardi (Studi Putusan Mk No. 52/PUU-XX111/2025)” merupakan
hasil dari jawaban 2 rumusan masalah. Pertama, Bagaimana legal standing dalam
putusan MK No. 52/PUU-XXI111/2025 pengujian formil terhadap Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2025? 2.serta yang kedua, Bagaimana analisis Figh al-Qada iyyah
terhadap legal standing pada putusan MK No. 52/PUU-XXI11/2025?

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, metode yang digunakan pada
penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan
undang-undang, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual, serta untuk
menerapkan hukum tersebut, perlu adanya sumber hukum. Sumber primer yang
digunakan dalam menganalisis peneliti ini. Diantaranya, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perubahan kedua atas undang
undang Nomor 12 Tahun 2011, Putusan Mahkamah Konstitusi MK No. 52/PUU-
XXI111/2025 tentang pengujian Undang undang nomor 1 tahun 2025 tentang
BUMN, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi
perubahan ke-3 atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V11/2009 yang menjadi
yurisprudensi pengertian legal standing dalam pengujian formil.

Hasil penelitian ini- menunjukan, legal standing dalam penerapan pada
putusan Mahkamah Konstitusi No. 52/PUU-XX111/2025 merupakan tindakan yang
tidak tepat. Sebab, para hakim tidak menimbang makna legal standing dengan
yurisprudensi sebelumnya. Serta hasil penelitian dengan pendekatan Figh Al-
Qada’iyyah Al-Mawardi menunjukan, legal standing yang dipermasalahkan oleh
diperbolehkan dalam Figh Al-Qada 'iyya, yang dalam artian seorang yang mengadu
adalah masyarakat yang. merasa dirinya terdzalimi, dengan maksud perkaranya
merupakan perkara yang dialaminya sendiri, maka tidak bisa diwakilkan dengan
orang lain.

Penelitian menujukan belum adanya konsistensi dalam putusan MK
mengenai legal standing dalam pengujian undang-undang secaa formil. Oleh
karena itu, diharapkan agar MK dapat menyusun parameter legal standing dengan
menyusun parameter legal standing dengan menyebutkannya dalam peraturan
hukum acara MK yang lebih terukur dan eksplisit untuk mengurangi inkonsistensi
dalam menafsirkan legal standing pada pengujian fomil. Serta diharapkan untuk
para pembentuk undang-undang, untuk mematuhi prosedur yang telah di sepakati
bersama agar mengurangi membuka ruang sengketa konstitusional.
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